PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/13/PBI/2021
TENTANG

RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa Bank Indonesia berperan serta menjaga
terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui
kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi
intermediasi yang seimbang dan berkualitas;

bahwa untuk mendorong fungsi intermediasi yang
seimbang dan berkualitas, perlu peningkatan akses
pembiayaan inklusif dan pengembangan bagi usaha
mikro, kecil, dan menengah dan  perorangan
berpenghasilan rendah, melalui pengaturan rasio
pembiayaan inklusif makroprudensial;

bahwa dalam pengaturan rasio pembiayaan inklusif
makroprudensial perlu memperluas cakupan pembiayaan
kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank;



Mengingat

Menetapkan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio Pembiayaan
Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional,

Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG RASIO
PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK
UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT
USAHA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat
BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya



memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk
kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri.

Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS
adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS
adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang
melaksanakan kegiatan wusaha berdasarkan prinsip
syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank
yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan wusaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu
syariah dan/atau unit syariah.

Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK
adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil,
transaksi sewa-menyewa termasuk sewa-menyewa jasa,
transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS
dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan wjrah, tanpa imbalan, margin,

atau bagi hasil.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya
disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan mengenai kemudahan,
pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha
mikro, kecil, dan menengah.

Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau
klaster UMKM yang membentuk badan usaha.
Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan
penghasilan tertentu per bulan.

Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang
diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau
PBR dalam rupiah dan valuta asing.

Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya
disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber
dana untuk program pengembangan UMKM, PBR,
dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga
berdasarkan prinsip syariah.

Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya
disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan
oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang
selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang
menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau
kegiatan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan

UMKM.



(1)

Pasal 2
Bank Indonesia menetapkan instrumen kebijakan
makroprudensial berupa RPIM bagi Bank.
Untuk pelaksanaan kebijakan makroprudensial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia

mengatur kewajiban pemenuhan RPIM.

BAB II
PENGATURAN RPIM

Bagian Kesatu

Pemenuhan RPIM

Pasal 3

Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2.

Dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhatikan

prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Juni

dan Desember.

Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan membandingkan antara  hasil

pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai SDPI
terhadap total Kredit atau Pembiayaan.

Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

a. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada
posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan
Desember 2022;

b. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen)
pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir
bulan Desember 2023; dan

c. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak
posisi akhir bulan Juni 2024.



(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan

RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembiayaan Inklusif

Pasal 4

Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan

pemenuhan RPIM.

Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung
dan rantai pasok;

b. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga
jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau
badan usaha;

c. pembelian SBPI; dan/atau

d. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Pasal 5
Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

diberikan kepada:

a. UMKM;
b. Korporasi UMKM; dan/atau
c. PBR.

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

diberikan kepada:

a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster
UMKM; dan/atau

b. badan wusaha non-UMKM  selain lembaga jasa

keuangan.



(3)

Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok

kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

diberikan dengan ketentuan:

a.

Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha dengan

klausul dalam perjanjian Kredit atau akad

Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan

disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR

yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra

dari badan usaha tersebut; dan/atau

Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang

perumahan non-UMKM dengan klausul dalam

perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana

yang diterima akan disalurkan untuk membiayai:

1. proyek pembangunan rumah  sederhana
dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau

2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah
sangat sederhana oleh masyarakat dengan

pembayaran bertahap kepada pengembang.

Pasal 6

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa

keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,

diberikan melalui:

a.

bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat

syariah;

lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau

kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum

dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan

mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



(1)

Pasal 7

Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.

c.
d.

pembelian surat berharga dengan agunan atau
underlying berupa Pembiayaan Inklusif;

pembelian surat berharga dengan komitmen
penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif
dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR;
pembelian SDPI; dan/atau

pembelian SBPI lainnya.

SBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

Pemerintah Republik Indonesia;

Bank Indonesia;

Bank; dan/atau

lembaga dan/atau badan wusaha yang memiliki
program atau proyek pengembangan UMKM, PBR,

dan/atau Pembiayaan Inklusif di Indonesia.

Bank yang dapat menerbitkan SDPI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus memenuhi kriteria:

a.

memenuhi RPIM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1); dan

rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan
bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima

persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Inklusif diatur

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

(1)

BAB III
SUMBER DATA DAN LAPORAN

Pasal 9

Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari

laporan Bank kepada Bank Indonesia.



(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan bulanan bank umum;

b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan
bulanan BUS dan UUS;

c. laporan bank umum terintegrasi; dan/atau

d. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia

mengenai laporan.

Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dalam hal diperlukan Bank wajib menyampaikan laporan

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada

Bank Indonesia.

Penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan secara luring.

Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan lain yang telah

disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank

wajib menyampaikan koreksi atas laporan lain secara

luring.

Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan untuk

posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) disampaikan pertama kali untuk

posisi akhir bulan Juni 2022.

Pasal 10

Perubahan dan penghentian kewajiban penyampaian laporan

lain diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.

(1)

Pasal 11
Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan koreksi atas laporan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) paling

lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
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(2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan lain
dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari
libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu
penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali
ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank mengalami keadaan kahar, Bank
Indonesia dapat:

a. memberikan kelonggaran penyampaian batas waktu
penyampaian laporan lain dan/atau koreksi laporan
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. menggunakan data Bank posisi akhir bulan terkini;
dan/atau

c. menetapkan mekanisme penyampaian laporan lain

dan/atau informasi lainnya.

Pasal 12

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan/atau
koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (6) dalam hal laporan lain dan/atau koreksi laporan
lain diterima Bank Indonesia dalam periode keterlambatan
sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu
penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1).

(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan lain dalam
hal Bank Indonesia belum menerima laporan lain sampai

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan lain diatur dalam

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
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BAB IV
PUBLIKASI RPIM

Pasal 14

Bank Indonesia dapat memublikasikan atas pemenuhan

RPIM pada kanal situs web Bank Indonesia dan/atau

bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

Pemenuhan RPIM yang dipublikasikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. status pemenuhan RPIM Bank secara individual; dan

b. nilai RPIM industri perbankan.

Publikasi status pemenuhan RPIM Bank secara individual

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan

dengan ketentuan:

a. untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022
sampai dengan posisi akhir bulan Desember 2023,
publikasi status pemenuhan RPIM Bank dilakukan
terhadap Bank yang memenuhi RPIM; dan

b. untuk pemenuhan RPIM sejak posisi akhir bulan
Juni 2024, publikasi status pemenuhan RPIM Bank
dilakukan terhadap seluruh Bank.

Publikasi nilai RPIM industri perbankan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sejak

pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022.

BAB V
PEMENUHAN RPIM BAGI BANK YANG MELAKUKAN
LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR

Pasal 15
Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) berlaku pula bagi Bank yang melakukan langkah
strategis dan mendasar berupa:
a. penggabungan atau peleburan;
b. perubahan kegiatan usaha;

c. pemisahan UUS dari BUK;
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d. integrasi kantor cabang bank luar negeri; dan/atau

e. konversi dari kantor cabang bank luar negeri;

Bagi BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemenuhan

RPIM dilaksanakan dengan ketentuan:

a. bagi BUK hasil penggabungan atau peleburan dari
BUK dan BUK dilakukan sejak berlakunya izin
penggabungan atau peleburan;

b. bagi BUS hasil penggabungan atau peleburan dari
BUS dan BUS dilakukan sejak berlakunya izin
penggabungan atau peleburan; dan

c. bagi BUS hasil penggabungan atau peleburan dari
BUK dan BUS dilakukan 1 (satu) tahun sejak
berlakunya izin penggabungan atau peleburan.

Bagi BUS yang berasal dari BUK yang melakukan

perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, pemenuhan RPIM dilaksanakan 1 (satu)
tahun sejak didapatkannya izin perubahan kegiatan usaha.

Bagi BUS baru hasil pemisahan UUS dari BUK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemenuhan

RPIM dilaksanakan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan

usaha.

Bagi kantor cabang bank luar negeri yang melakukan

integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

pemenuhan RPIM dilaksanakan dengan ketentuan:

a. bagi BUK hasil integrasi kantor cabang bank luar
negeri dan BUK, dilakukan sejak berlakunya izin
integrasi; dan

b. bagi BUS hasil integrasi kantor cabang bank luar
negeri dan BUS, dilakukan 1 (satu) tahun sejak
berlakunya izin integrasi.

Bagi bank hasil konversi dari kantor cabang bank luar

negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

pemenuhan RPIM dilaksanakan sejak tanggal pelaksanaan

kegiatan usaha.
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Pasal 16
Bagi Bank yang baru berdiri, pemenuhan RPIM dilaksanakan 1

(satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 17

Penghentian atas kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi:

a. UUS yang dialihkan hak dan kewajibannya kepada BUS
yang telah ada, terhitung sejak berlakunya persetujuan
pemisahan UUS dari BUK;

b. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan integrasi,
terhitung sejak berlakunya izin integrasi;

c. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan konversi,
terhitung sejak disetujuinya izin konversi; dan

d. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha
atas permintaan pemegang saham BUK atau BUS,
terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan

pencabutan izin usaha.

Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan RPIM
bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
BANTUAN TEKNIS DAN PENGHARGAAN

Pasal 19
Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dan

penghargaan untuk pengembangan UMKM.

Pasal 20
(1) Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
dapat berupa:
a. penelitian;
b. pelatihan;

c. penyediaan informasi;
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d. fasilitasi; dan/atau

e. kegiatan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain dalam
pelaksanaan pemberian Bantuan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Teknis diatur

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria tertentu
dalam pemberian Pembiayaan Inklusif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VII
EVALUASI KEBIJAKAN RPIM

Pasal 22
Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap kebijakan
RPIM.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
Hasil evaluasi RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank.
Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kebijakan RPIM

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 23
Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Bank

mengenai pemenuhan RPIM.
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. surveilans; dan/atau

b. pemeriksaan.

Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank
Indonesia mengenai pengaturan dan pengawasan
makroprudensial.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat dilakukan dengan cara:

a. pemeriksaan langsung kepada Bank; atau

b. pemeriksaan bersama OJK kepada Bank.

BAB IX
SANKSI

Pasal 24
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Juni 2022
dan posisi akhir bulan Desember 2022 dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) sejak posisi akhir bulan Juni 2023
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan
kewajiban membayar.
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis.
Sanksi administratif berupa kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung
berdasarkan  hasil  perkalian antara  konstanta
sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan nilai kekurangan
RPIM.
Sanksi administratif berupa kewajiban membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling
banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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Pasal 25

Bank Indonesia dapat mengecualikan pengenaan sanksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

terhadap:

a.

BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha
oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau
penghimpunan dana;

BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan
kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran
Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana;

BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau
pengawasan khusus; dan

bank perantara.

Pasal 26

Bank yang terlambat menyampaikan laporan lain
dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja
keterlambatan.

Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis dan
kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah).

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk

menyampaikan laporan lain.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan

pengecualian pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan

Anggota Dewan Gubernur.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku,
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan
Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5378) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan
oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5713), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 200



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/13/PBI/2021
TENTANG
RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

UMUM

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia
menetapkan kebijakan makroprudensial sebagai upaya mewujudkan
sistem keuangan nasional yang berfungsi secara efektif dan efisien serta
mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga
dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Hal
ini dilakukan salah satunya dengan mendorong fungsi intermediasi yang
seimbang dan berkualitas.

Salah satu yang menjadi perhatian Bank Indonesia terkait fungsi
intermediasi yaitu mengenai akses pembiayaan bagi UMKM dan PBR. Hal
ini mengingat bahwa UMKM memiliki kontribusi tinggi terhadap
perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga perlu
didorong untuk berkembang. Upaya mendorong pengembangan UMKM
dimulai dengan pemberdayaan PBR. Selanjutnya, perlu dilakukan
penguatan UMKM melalui penggabungan UMKM ke dalam kelompok,
klaster, atau korporasi UMKM. Di sisi lain, PBR umumnya memiliki akses
keuangan terbatas sehingga perlu diberdayakan untuk dapat
meningkatkan produktivitasnya.

Dalam hal ini, pembiayaan dari Bank merupakan salah satu
instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengembangan UMKM,

pemberdayaan PBR, dan penguatan UMKM melalui kelompok, klaster,



II.

dan/atau korporasi UMKM. Untuk itu, Bank Indonesia merumuskan
kebijakan makroprudensial berupa pengaturan Pembiayaan Inklusif
makroprudensial yang diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut di atas,
termasuk sebagai upaya mendukung kebijakan keuangan inklusif hijau.

Namun demikian, disadari bahwa tidak semua Bank memiliki keahlian
dan model bisnis dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif makroprudensial.
Oleh sebab itu, cakupan Pembiayan Inklusif makroprudensial perlu
diperluas sehingga perbankan memiliki opsi yang lebih banyak untuk turut
berkontribusi dalam Pembiayaan Inklusif makroprudensial. Perluasan
cakupan Pembiayaan Inklusif makroprudensial meliputi perluasan
pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra Bank
untuk penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi
pembiayaan melalui surat berharga.

Selanjutnya, memperhatikan hal tersebut di atas, perlu disusun
ketentuan mengenai RPIM. Dengan penerbitan ketentuan RPIM, BUK, BUS,
dan UUS wajib memenuhi RPIM dengan tetap memperhatikan prinsip

kehati-hatian dan manajemen risiko.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelompok UMKM” adalah gabungan
UMKM dengan bidang usaha yang sejenis.

Contoh kelompok UMKM antara lain kelompok petani bawang
yang beranggotakan petani bawang.

Yang dimaksud dengan “klaster UMKM” adalah gabungan
UMKM dengan bidang usaha dari hulu sampai hilir.

Contoh klaster UMKM antara lain klaster bawang yang
beranggotakan petani, pengumpul, pengemas, distributor,

dan pedagang bawang.

Huruf b

Ayat (3)

Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha non-
UMKM selain lembaga jasa keuangan, termasuk badan usaha
non-UMKM selain lembaga jasa keuangan yang melakukan

usaha berdasarkan prinsip syariah.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pasal 6

Angka 1
Yang dimaksud dengan “rumah sederhana dan/atau
rumah sangat sederhana” adalah rumah sederhana
dan/atau rumah sangat sederhana sebagaimana diatur
dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Angka 2
Cukup jelas.

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan,

badan layanan umum, dan/atau badan usaha, termasuk pemberian

Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan

layanan umum, dan/atau badan usaha yang melakukan usaha

berdasarkan prinsip syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian Kredit atau Pembiayaan

melalui bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan



rakyat syariah” adalah pemberian Kredit atau Pembiayaan

yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau

PBR dengan skema channeling, executing, dan sindikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian Kredit atau Pembiayaan

melalui lembaga jasa keuangan non-Bank” adalah meliputi

pemberian:

1. Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan
non-Bank yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi
UMKM, dan/atau PBR dengan skema channeling,
executing, dan sindikasi; dan/atau

2. Kredit atau Pembiayaan kepada lembaga jasa keuangan
non-Bank yang mendukung pembiayaan kepada UMKM,
Korporasi UMKM, dan/atau PBR dengan jenis Kredit
atau Pembiayaan modal kerja.

Contoh lembaga jasa keuangan non-Bank antara lain

perusahaan teknologi finansial, perusahaan pembiayaan,

modal ventura, dan lembaga yang mendukung pembiayaan
kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Contoh badan layanan umum dan/atau badan usaha yang

mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk

Pembiayaan Inklusif antara lain Pusat Investasi Pemerintah.

Pasal 7
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat berharga” antara lain surat
berharga negara, sukuk Bank Indonesia, obligasi, sukuk,
medium term notes, surat berharga komersial, dan efek
beragun aset.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah
secara bruto diperoleh dari jumlah Kredit atau Pembiayaan
bermasalah dibandingkan dengan total Kredit atau
Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank.
Yang dimaksud dengan “umlah Kredit atau Pembiayaan
bermasalah” adalah jumlah dari Kredit atau Pembiayaan
dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet kepada

pihak ketiga bukan Bank.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan Peraturan Bank Indonesia
mengenai laporan” antara lain ketentuan Peraturan Bank
Indonesia mengenai:
a. laporan bulanan bank umum;
b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan
BUS dan UUS; dan
c. laporan bank umum terintegrasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang
secara nyata berdampak tidak berfungsinya kegiatan operasional
Bank dan menyebabkan Bank tidak dapat menyusun dan
menyampaikan laporan lain dan/atau koreksi laporan lain,
antara lain kebakaran, kerusuhan massa, terorisme, bom,
perang, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang
dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah

setempat atau pernyataan dari instansi yang berwenang.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Huruf a
Status pemenuhan RPIM Bank secara individual yang
dipublikasikan berupa status “memenuhi” dan “tidak
memenuhi”.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berlakunya izin penggabungan atau
peleburan” adalah berlakunya izin penggabungan atau peleburan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “izin perubahan kegiatan usaha” adalah
izin perubahan kegiatan usaha BUK menjadi BUS sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi
bank syariah.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan usaha”
adalah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan unit usaha
syariah.

Ayat (5)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin integrasi” adalah

berlakunya izin integrasi sebagaimana dimaksud dalam



ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan
konversi bank umum.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “konversi” adalah konversi sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi,
dan konversi bank umum.
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kegiatan usaha” adalah
pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan

konversi bank umum.

Pasal 16
Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan operasional”
adalah:
a. tanggal pelaksanaan kegiatan operasional; atau
b. tanggal pelaksanaan kegiatan usaha,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai bank umum, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai bank umum syariah, atau ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah.

Pasal 17

Huruf a
Yang dimaksud dengan “berlakunya persetujuan pemisahan UUS
dari BUK” adalah berlakunya persetujuan pemisahan UUS dari
BUK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai persyaratan dan tata cara pemisahan
unit usaha syariah.

Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c
Yang dimaksud dengan “izin konversi” adalah izin konversi
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “persetujuan persiapan pencabutan izin
usaha” adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Dukungan pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia
termasuk UMKM yang bergerak di industri halal.

Pasal 20
Ayat (1)

Huruf a
Contoh penelitian antara lain penyusunan model bisnis, pola
pembiayaan, dan komoditas produk jenis usaha unggulan.

Huruf b
Contoh pelatihan antara lain onboarding UMKM, pelatihan
budidaya organik, dan pencatatan transaksi keuangan.

Huruf c
Contoh penyediaan informasi antara lain sosialisasi,
workshop, pencantuman informasi dalam kanal situs web
Bank Indonesia untuk mendiseminasikan hasil penelitian,
statistik, dan informasi lainnya terkait pengembangan UMKM.

Huruf d
Contoh fasilitasi antara lain pameran, temu bisnis (business
matching), proses sertifikasi produk halal, atau kegiatan
serupa untuk pengembangan UMKM, yang dapat didukung

dengan penyediaan sarana produksi.
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Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga
pendidikan, konsultan, tenaga ahli, atau lembaga lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi terhadap kebijakan RPIM”
adalah evaluasi yang dilakukan antara lain terhadap batasan
pendapatan PBR, besaran RPIM, cakupan Pembiayaan Inklusif,
dan/atau sanksi.
Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia
yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi,
moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi
perekonomian global.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan antara
lain untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan
RPIM.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Dalam melakukan pemeriksaan kepada Bank, Bank Indonesia
menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
Dalam melakukan pemeriksaan baik dilakukan langsung oleh
Bank Indonesia atau Bank Indonesia bersama OJK, Bank
Indonesia dapat menggunakan data antara lain data yang

diperoleh dari OJK.

Pasal 24

Ayat (1)
Surat pengenaan sanksi administratif disampaikan Bank
Indonesia kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “nilai kekurangan RPIM” adalah hasil
perkalian antara selisih kewajiban pemenuhan RPIM dengan
pemenuhan RPIM Bank dan total Kredit atau Pembiayaan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status pengawasan
intensif atau pengawasan khusus” adalah BUK atau BUS dalam
status pengawasan intensif atau pengawasan khusus yang
ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan

tindak lanjut pengawasan bank umum.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “bank perantara” adalah bank perantara
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6716



